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\ | “BUPATI KARANGANYAR

& - PROVINSI JAWA TENGAH

_ . " " PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ,,

f NOMOR Jé.. TAHUN 2014 e

TENTANG

‘ PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR |
NOMOR 1 TAHUN 2011 ‘TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI '
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT ’I‘UHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa dengan~ berlakunya Undang-Undang

o Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
B L : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
» ;.i;, Co ; Administrasi Kependudukan maka Peraturan
" ' ’ Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun
2011 . tentang Penyelenggaraan ~Administrasi
KependUdukan perlu disesuaikan; :

| - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
— . - maksud dalam huruf a, maka perlu membentuk
o Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011

“tentang - Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan ;o ' g
Mengingat I Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara

' 'Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
_Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; S
.” Undang-Undatig” Noémor™ I“Tahun‘-1974ﬁlentangw
Perkawinan {Lembaran Negara Republik Indonesia
~Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara
, - Republik Indonesia Nomor 3019);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun' 1981 tentang
. Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia. Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan o

- Lembaran  -Negara Republik ‘Indonesia T
’ ' | - Nomor 3209); | _
— _ 5. Undang-Undang Nomor 9 ’I‘ahun 1992 tentang >

- Keimigrasian ( Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan
Lembaran = Negara Repubhk Indonesia
- Nomor 3474 ); ' '
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6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang -
Hak Azasi Manusia ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran = Negara - . Republik : Indonesia.
Nomor 3886)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah - dengan
. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Repubhk B
‘Indonesia Nomor 5606); ' o

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
. v ‘ Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
4 ‘ : = Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan -
' ‘ a Lo ~ Lembaran ~ Negara = Republik ‘Indonesia -
Nomor 4286); B

0. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangv
Perbendaharaan  Negara (L_embaran- ‘Negara
‘Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a
Nomor 4355); -

- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

- Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia -
Nomor 4634); '

11. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
: : _ Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 124,
. e Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
o TR e e . Nomor 4674 ) sebagaimana telah diubah dengan :
. Undang-Undang Republik~'Indonesia “Nomor —24~-—=- e
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
‘Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262,
Tambahan Lembaran Ncgara Republlk Indones.la

- Nomor 5475); ,
12, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang_ E .
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan D~

_ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
~Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhki )
Indonesia Nomor 5234)
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13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang?' S BT
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik =~
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan -

Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5587) - .

sebagalmana telah ~diubah dengan - Peraturan-f*f-'“ .
 Pemerintah Pengganu Undang-Undang Nomor 2~~~
" Tahun. 2014 . tentang - Perubahan - Atas Undang-‘fa's Sl

Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang (R
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

“Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahanf‘-, S

" Lembaran Negara ’ Repubhk IndoneS1a

" Nomor 5589), e : -5 o
14 Peraturan Pemerintah - Nomor 9 Tahun 1975 BT
_tentang Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 1 - .
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lernbaran-‘ Lol

Negara Republlk Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, o

“ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a_-}!=' _‘,'.~ -

‘Nomor 3050),

15 Peraturan Peméflntah Nornor 37 Tahun 2007  '

. tentang Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 23 o
“Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan =

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1975

- Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik -~ -
Indone81a Nomor 3050) sebagaimana telah- dlubah LT
dengan = Peraturan =~ Pemerintah Nomor 102- = =

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan".i_'*’_'
“Pemerintah - 'Nomor - 37 ‘Tahun 2007 tentang

~ Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 -:: AR

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, L

o "ﬂ';,‘16 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
. Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasanv_ -

~Peraturan Perundang-Undangan;

'17 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang'_,-: j
n Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk .

‘dan Pencatatan Sipil; -

. , _’18 Peraturan Pre81den Nomor 26 T ahun 2009 tentang o

Penerapan “Kartu - Tanda Penduduk - Berbasis

~Nomor Induk. Kependudukan "Secara™ Nasmnal'""f:--»—
sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan  Presiden ~Nomor 112

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ;

"ﬁ Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas
~ Peraturan Prcs1den Nomor 26 Tahun 2009 tentang’ SN
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasxs»*-f',_m.- _—

) 19 Peraturan  Daerah . Kabupaten_ Kr:xranganyar | B

«Nomor -7 Tahun 2008 tentang ‘Urusan
Pemerlntahan Yang ~Menjadi Kewenangangl .

Pemerlntahan Daerah Kabupaten ‘Karanganyar -
(Lembaran Daerah . Kabupaten Kvaranganyarv R

Tahun 2008 Nomor 7) o



20. Pératﬁrdn Dacrah Kabupaten Karanganyar

" Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

- Admmlstram Kependudukan di Kabupaten S

7 “Karanganyar - (Lembaran = Daerah Kabupaten
. Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1); ~ ~ * o
21 Peraturan - Daerah  Kabupaten Karanganyar

- :jffPeraturan Daerah © Kabupaten Karanganyar

: - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
“. dan = Akta - Catatan Sipil (Lembaran Daerah

’:Dengan Persetu_]uan Bersama S
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH S
e KABUPATEN KARAN GANYAR
dan S
BUPAT 1 KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

' PERATURAN DAERAH: KABUPATEN KARANGANYAR -
- NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
' "‘~.':ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

- -+ 1700 Karanganyar - Nomor - 1. Tahun - 2011  tentang -
... Penyelenggaraan Admmlstram Kependudukan (Lembaran
. 'Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1)
-"’,_v"dlubah sebagal berlkut S .

1 Ketentuan Umum Pasal 1 dxubah dan dltambah 4

benkut
f Pas'al 1 TR '

Dalam Peraturan Daerah 1n1 yang dlmaksud dengan

’ . 1.v Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. -
2. Pemerintah Daerah adalah Bupat1 sebagai- unsur
ey penyelenggara Pernerlntahan - Daerah yang

memimpin pelaksanaan ‘urusan pemermtahan

R yang menjadi kewenangan daerah otonom
.30 Bupatl adaiah Bupatl Karanganyar

- Nomor. = Tahun 2014 tentang Pencabutan

" Nomor 11 Tahun - 2011 _tentang  Retribusi et

- Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor , -
~ Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS ’.ﬂ', o

Sl _Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten o

angka baru,' sehmgga Pasal 1 berbuny1 sebagal—



. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll“‘. R
- Kabupaten Karanganyar yang selanJutnya disebut SREE
S Dmas adalah Perangkat . Pemermtah Kabupaten”, o

. yang bertanggung]awab dan berwenangfj”] S

ﬁmelaksanakan pelayanan dalam ’ urusan'i; B

" Administrasi Kependudukan. PRI -
. Unit Pelaksana ‘Teknis D1nas, yang selanjutnya BRI o
.~ disebut UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat .~ .
”fkecamatan yang bertanggungjawab kepada Dinas.. -~ = .

. 6. Camat adalah Kepala Kecamatan d1 Kabupaten L
- Karanganyar. - S e
. Lurah adalah Kepala Kelurahan d1 Kabupatenf"jj

. ::Karanganyar ‘ et
8. Kepala Desa adalah lepman Pemermtahan Desa’ '-

. .di'Kabupaten Karanganyar - T

. Administrasi Kependudukan adalah rangkalan' PN
- - kegiatan - penataan ‘dan-  penerbitan . dalam

- penerbitan dokumen’ dan - data kcpcndudukan
. melalui Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil, ~ . -

e Pengelolaan Y ‘Informasi = . ~Administrasi =
o »,“Kependudukan serta pendayagunaan ‘hasilnya:
~©untuk pelayanan pubhk dan pembangunan sektor_. LT

~laine -

). Penduduk adalah Warga Negara Indonesm dan'-'“['»-- S
- Orang Asing yang bertempat tmggal d1 dalam KRR
- Wilayah Kabupaten Karanganyar. - FEREEEA
'11. Warga Negara Indonesia selanjutnya dlslngkat WNI el
~ adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

- orang-orang. bangsa lain yang disahkan denganv

- Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. -
12. Orang asmg adalah orang bukan Warga Negara’}{_:

. Indonesia. S
‘ ."Dokumen Kependudukan adalah dokumen resrm Lo
~ yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai = - =
- kekuatan hukum sebagai alat bukti-autentik yang -
. dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk_f BRI

.~ dan Pencatatan Sipil. L : N
'14. Data Kependudukan adalah data perseorangan. R
-~ dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai =
- -hasil dari. keglatan pendaftaran penduduk dan o

pencatatan sipil. S
. Pendaftaran - Penduduk adalah pencatatan blodata e
L v-penduduk pencatatan atas pelaporan perlsuwaf
,_-};_-,_vkependudukan dan pendataan Penduduk Rentan = -
- Administrasi. Kependudukan ‘serta Penerbltan NPRUEARRAE
~ Dokumen Kependudukan berupa kartu 1dent1tas;_ P
SREEY “}atau Surat Keterangan Kependudukan ' e




T 24

25

16.P

_ Perxstlwa Kependudukan adalah kejadlan yang CernToE
- dialami- penduduk yng ‘harus dilaporkan . karena B
membawa aklbat terhadap penerbltan Catau
perubahan _ Kartu Keluarga Kartu = Tanda . =
. Penduduk . Elektronlk dan/atau surat keterangan:*y EERE
.- kependudukan lainnya, mehputl Pindah Datang, =
- perubahan alamat serta. status nggal Terbatas ST
- menjadi nggal Tetap. | .
- 17.Nomor -+ Induk . Kependudukan o selanjutnya» R
dlslngkat NIK, adalah nomor identitas penduduk o
. yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat -~
- pada seseorang yang terdaftar sebagal Penduduki’ PN

 Indonesia.’

18.

Kartu Keluarga selan_]utnya dlslngkat KK adalah
- kartu identitas- keluarga ‘yang memuat data
- tentang nama,A susunan dan hubungan dalam.
~ keluarga, serta identitas anggota keluarga. o
Kartu Tanda Penduduk  yang selanjutnya_’;

~disebut KTP, adalah identitas resmi penduduk

22

23,

.~/ sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas = = =
- yang berlaku di seluruh ‘wilayah Negara Kesatuan =~~~ =
oy, Repubhk Indonesia yang terdm darl KTP —el dan e

" KTP Non-el / KTP Reguler’; : R
Kartu Tanda Penduduk: Elektroruk selanjutnya Lo
. disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk - R
. yang dllengkapl 01p yang merupakan 1dent1tas S T
- resmi penduduk sebagal buktl d1r1 yang L
dlterbltkan oleh Dinas; '
‘Kartu - Tanda Penduduk Non '» Elektromk T
o selanjutnya dxsmgkat KTP- Non el, adalah Kartu; LR T
" Tanda Penduduk yang rnerupakan 1dent1tas resmi .
. penduduk yang belum memiliki K’I‘P-el sebagal,; LT

- bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas; , e
Izin Tinggal Terbatas adalah izin tmggal yang. LT
.- diberikan - kepada Orang Asmg untuk- tinggal di =
-+ wilayah Negara Kesatuan . Republik Indonesxafff o
~.:_;>dalam 3angka waktu yang terbatas sesuai dengan o o
o ketentuan peraturan perundang—undangan T e e T
Izin Tinggal® Tetap adalah 1zm tinggal - yang__"
* diberikan kepada orang asing untuk - tinggal = .
menetap di - w1layah Negara Kesatuan- Repubhk' o
- Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan‘._ L
L Perundang- Undangan LT o
;. Sistem  Informasi Admxrustram Kependudukan,l'jf.
-+ selanjutnya - disingkat ~SIAK, adalah sistem - .
- informasi yang memanfaatkan tehnologi informasi =~

~ dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan

- informasi Administrasi- Kependudukan di tingkat = -
'j{Pemerlntah Kabupaten dan Dlnas sebaga1 satu
- kesatuan.
. Pencatatan Slpll adalah Pencatatan Perlstlwa-. G
~* Penting yang ‘dialami oleh seseorang dalam reglsterf R

-f;.'iPencatatan Slpll pada Dlnas : L




-vPeJabat Pencatatan Slpll adalah pejabat yang L
melakukan pencatatan Perlstlwa Pentlng yang
- dialami - seseorang. . pada - Dinas . yang -
L pengangkatannya " sesuai “dengan ketentuan S

e Peraturan Perundang—undangan

. s ‘Vi '27.

20

Petugas Registrasi- adalah pegawai yang dlberl' R

* tugas dan tanggungjawab memberikan pelayananf*,_f R

: pelaporan peristiwa kependudukan dan perlstlwa L

. penting serta pengelolaan dan penyajlan data
- kependudukan di desa/ kelurahan. L L

. Peristiwa . Pentmg adalah ‘kejadian yang dlalam13-”’: o

. oleh seseorang meliputi kelahiran, kemauan, lahir =0

- .mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, -

 * pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan

.~ nama, dan perubahan status kewarganegaraan e

Kelahiran adalah peristiwa - kemunculan atau' "

»;fpemlsahan lengkap bayl dari 1bunya yang .

- ditandai  setelah pem1sahan tersebut bayl_?_ B
. menun_]ukkan bukti-bukti - kehldupannya R
Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari ==

* * kandungan yang berumur paling  sedikit 28

sl

R

33

© (duapuluh delapan) minggu pada saat. dllahlrkan
-~ tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. - .
Perkawinan adalah ikatan Iahlr batin antara -
. seorang pria dan seorang wanita = sebagai For T

' suami isteri berdasarkan ketentuan peraturan'j R
-Perundang-undangan. - : R
‘Perceraian - adalah: pemlsahan yang ﬁnal darl T
- sebuah" perkawman yaitu- pemlsahan suami dan - -
~ isteri dimana memberikan keleluasaan para pihak
e untuk melangsungkan ‘perkawinan = kembali.
o berdasarkan peraturan keperdataan keagamaan B
”""v”ﬂ_dan/atau o aturan . lamnya - sesua.l dengan
- hukum yang berlaku. x o N
‘Kematian adalah tldak adanya secara permanen' o
. seluruh kehidupan pada’. saat manapun setelah_‘

- kelahiran hidup terjadi. : S Lo T
Pengangkatan ‘Anak adalah’ perbuatan hukum""‘” I
~ untuk ‘mengalihkan. hak anak dari- hngkungan ; o

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah,
~atau - orang lam . yang

vbertanggung]awab atas perawatan pendldlkan dan -~ - =
membesarkan anak tersebut ke dalam. hngkungan; IR
‘-_'keluarga ‘orang . ‘tua angkatnya , berdasarkan _
_;putusan atau penetapan pengadllan T e
. Pengakuan anak adalah rnerupakan pengakuan
. -seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari

~ perkawinan  yang telah sah menurut “hukum | o
© . agama dan dxsetujw oleh 1bu kandung anak B

o _tersebut ‘ :



| ’36.'Penge'sahan' ‘Anak adalah pehgesahéh status

seorang anak yang lahir dari perkawinan yang

- telah' sah menurut hukum agama, pada saat

- ar.
38,
39,

- 40.

‘pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak

tersebut telah sah menurut hukum negara.
Perubahan nama adalah bertambah, berkurang
atau bergantlnya nama seseorang yang ditetapkan
sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perubahan kewarganegaraan adalah perubaha

status kewarganegaraan seseorang yang

- ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang -

berlaku. _

Peristiwa Penting Ialnnya adalah penstlwa yang
ditetapkan oleh Pengadilan untuk dicatatkan pada
Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Database Kependudukan adalah kumpulan

berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan

secara  sistematik, terstruktur dan saling

berhubungan  dengan menggunakan' perangkat

lunak, perangkat keras dan jarlngan komumkasx

41

42,
43.

44,

- 4s,

data.

. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu

yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran
serta dilindungi kerahasiaannya.

Pengguna Data . Pribadi Penduduk adalah
Instansi Pemerintahvf dan swasta yang

membutuhkan informasi ’ data - sesuai. dengan
bidangnya. .

Hak akses adalah hak yang dlbenkan oleh Mentem
kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan

‘Dinas’ untuk dapat mengakses database |

kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas o

Reserse dan Petugas Intelijen yang mclakukan
tugas khusus di luar daerah domisilinya.
Dokumen identitas lainnya adalah dokumen

- resmi. yang diterbitkan oleh Departemen /

Lembaga Pemerintah Non Departemen atau

- Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat

" 46.

yang terkait dengan identitas penduduk selain
Dokumen

Kependudukan.

Pengadilan adalah Pengadllan Negen atau
Pengadilan Agama sesuaikewenangannya.

Kantor  Urusan Agama Kecamatan adalah,

satuan kerja yéng melaksanakan  pencatatan
nikah, talak, cerai, dan rujuk bagl Penduduk yang
beragama Islam



g 48

49,

Peny1d1k Pegawa1 Neger1 Sxp11 yang selanjutnya Lo
- . . disingkat dengan PPNS adalah pejabat Pegawal,[.i’va Do
. Negeri Sipil: tertentu yang diberi wewenang . -
- . khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar. ©
e ’ﬂhukumnya ‘masing-masing sebagal penyidik dan -~ - .
- v;.>;.,’f,'fdalam pelaksanaan ‘tugasnya ‘berada di: bawahi

. . koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. . . .o
‘Penyidikan adalah serangkaian tmdakan penyldlk AR

- dalam hal dan menurut carayang - diatur

. dalam- undang-undang untuk mencari serta"f ‘5_
,‘.".v»'mengumpulkan ‘bukti - yang dengan bukti itu
~ membuat terang tentang tindak pidana yang

B 7’-:“% ter3ad1 dan guna menemukan tersangkanya

e ,_:‘.af""

5 Ketentuan huruf f Pasal 4 dlubah dan dltambah 1 B
o (satu) huruf yakm huruf 1, sehmgga Pasal 4 berbunyr.{v’
."scbagal ber1kut S , R

Pasal 4

:Pemerxntah ‘ Daerah mempunya1 '-kévircriahga;ﬁ L L
e menyelenggarakan ‘urusan. -~ Administrasi .~ =
- ’v_'Kependudukan mehputx - A T
“koordinasi . - penyelcnggaraan Adrn1mstras1 EEE
chendudukan, PR o Tl e

~ b.- pengaturan teknis Penyelenggaraan Adm;mstras;f Ciiotele
- Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan S

;:’perundang undangan,

pembmaan ‘dan sos1ahsasx penyeléﬁg’gavraanf’
. Admlmstram Kependudukan, - :

j_'pelaksanaan keglatan pelayanan rnasyarakat d1_ 

~bidang Admmlstrasx Kependudukan, v

. ~'penugasan ‘kepada desa/ kelurahan u'rit‘uk'
IR menyelenggarakan sebaglan urusan Admlmstrasr *
e ‘,'b'Kependudukan, o Ll

penyajlan - Data n Kependudukan -' berskala

- Kabupaten berasal dari Data’ ‘Kependudukan yang

~telah dlkonsohdaszkan dan .dibersihkan oleh
- 'Kementerian - yang bertanggung]awab dalarn o
- urusan pernermtahan dalam negeri; s

 koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan R
Admlnlstra31 Kependudukan dan : _

;»:.'\v_,koordmam dalam penyusunan data pertumbuhan v
~dan moblhtas penduduk B

; ,,‘]mengelola blangko dokumen kependudukan. R




3.. Ketentuan ayat (1) huruf C Pasal 5 chubah sehlngga '
Pasal 5 berbuny1 sebaga1 berlkut

i

_ PasalS ST . R
D1nas " melaksanakan - urusan Administrasi

- Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

‘a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dari o

‘mencatat Peristiwa Pentmg,

b. memberikan pelayanan yang ‘sama dan

~ profesional kepada setxap penduduk atas

~pelaporan  Peristiwa - Kependudukan ~dan

- Peristiwa Penting; -

c. mencetak, menerbitkan, dan mendlstrlbu81kan '

- Dokumen Kependudukan; ) ,

d. mendokumentasikan - hasil 'Pendaftaran
‘Penduduk dan Pencatatan Sipil;

‘e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data'

-atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting;dan

" f. melakukan verifikasi dan val1daS1 data dan

@

- informasi yang disampaikan oleh penduduk
dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
- Pencatatan Sipil. -

Kewajiban sebagalmana dlmaksud ayat (1) huruf a
untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk

. bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat -
. kecamatan dilakukan oIeh Pegawa1 Pencatat leah
pada KUA.

- ®

@)

Pelayanan  Pencatatan . Sipil pada tmgkat '
kecamatan dilakukan oleh UPT dengan

. kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk persyaratan dan tatacara pencatatan
peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya
belum diakui sebagai agama berdasarkan
ketentuan Peraturan - Perundang-Undangan
atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman
pada Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 8 diubah, sehlngga |

Pasal 8 berbunyl sebagai berlkut

(1)

@

- 'Pasal 8 v :
Petugas Registrasi mcmbantu Kepala Desa atau :
Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk

- dan Pencatatan Sipil.

Petugas Registrasi sebagalmhana dlmaksud pada

~ayat (1) -diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

diutamakan dari PegaWai " Negeri Sipil - yang

' memenubhi persyaratan sesuai ketentuan- yang’

berlaku




(3) Ketentuan mengena1 pedoman pengangkatan--
dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas
Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d1atur dalam Peraturan Bupat1

. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah dan ayat (3), |

, *dlhapus, sehmgga Pasal 22 berbunyl sebagal berikut :

v - Pasal 22 o : '
(1) Setlap kelahiran wajib dllaporkan oleh penduduk

kepada Dinas paling larnbat 60 (enam puluh) hari

sejak kelahlran

(2) Berdasarkan pelaporan sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat

pada’ Register Akta Kelahiran ‘dan menerbitkan

Kutipan Akta Kelah1ran ,

3 thapus

. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah dan ayat (2)
- dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat
(3), sehingga Pasal 25 berbunyl sebagai berikut :

, Pasal 25
(1) Pelaporan kelahiran sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60
(enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran,
pencatatan dan penerbitan - Akta Kelahiran
dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan
Kepala Dlnas :

" (2) Dihapus.

~(3) ‘Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan
- pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada
_ ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

. Ketentuan ayat (1) }_’g%dlubah sehingga Pasal 38
berbuny1 sebagal berlkut

Pasal 38

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua
' Rukun Tetangga di domisili Penduduk secara
berjenjang kepada Dinas paling lambat 30 (tiga
“puluh) hari sejak tanggal kematian. :

~ (2) Berdasarkan laporan sebagaxmana dxmaksud pada
_ ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada

Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan
Akta Kematian.

: >(3) Pencatatan Kemauan sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan
Kematian dari pihak yang berwenang.




(4) Dalam ”hal terjadx ketldakjelasan keberadaan
seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak
~diketemukan jenazahnya pencatatan oleh Pejabat
-Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya
penetapan Pengadilan Negerl

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tldak;-'
jelas identitasnya, Dinas melakukan Pencatatan
Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

©) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan
pelaporan kematian sebagalmana dimaksud ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (S) dlatur e
dalam Peraturan Bupatl .

Ketentuan ayat ) Pasal 43 dlubah sehmgga Pasal 43
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 43 :
(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua
- pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan -
- disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. ’

(2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada
‘ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang
tuanya telah melaksanakan perkawinan sah
~menurut hukum agama, tetapi belum sah
-menurut hukum negara. ' '

(3) Berdasarkan 1aporan sebagalmana dlmaksud pada'
“ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada
- Register Akta Pengakuan Anak dan menerbltkan
’ Kutipan Akta Pengakuan Anak. ’

Ketentuan ayat (2) dan ayat ‘(3) Pasal 44 diubah,»
sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut : '

: Pasal 44 '
(1) Setlap pengesahan anak Wajlb dllaporkan oleh
orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga

. puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang

‘bersangkutan melakukan perkawinan dan o

mendapatkan Akta Perkawinan.

(2)- Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang
orang tuanya telah melaksanakan perkawman sah
menurut hukum agama dan hukum negara

(3) ‘Berdasarkan- laporan sebagalmana dimaksud pada
ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada
Register Akta Pengesahan Anak dan rnenerbltkanv
Kutlpan Akta Pengesahan Anak. -



b

10.

(1)

- perseorangan dan/atau data agregat penduduk

(2)

Ketentuan ayat (2) Pasal 51 dltainﬁbah 4 (énﬁ)ét)l huruf, -
- yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee,
E sehmgga Pasal 51 berbuny1 sebaga1 berlkut

N<XgsRgrenovopy f‘?v?"f';f@‘rﬂsb poop

Pasal 51 S .
Data Kependudukan terdiri  atas- - data

Data Perseorangan meliputi :
‘nomor KK;
NIK;
' nama lengkap;
. jenis kelamin;
tempat lahir; .
tanggal/bulan/ tahun lahlr,
golongan darah;
agama/kepercayaan;
status perkawinan; .
“status hubungan dalam keluarga,
cacat fisik dan/atau mental;
" pendidikan terakhir;
. jenis pekerjaan; -
NIK ibu kandung;
nama ibu kandung,
NIK ayah;.
‘nama ayah; . =
alamat sebelumnya; -
alamat sekarang;
kepemilikan akta kelahlran/ surat kenal lahir;
nomor akta kelahiran /nomor surat kenal lahir;
kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
nomor akta perkawinan/buku nikah;
tanggal perkawinan; - ’ . :
kepemilikan akta perceraian;
nomor akta perceralan/ surat ceral, '
aa. tanggal perceraian; ‘
bb. sidik jari;
cc. iris mata;
dd. tanda tangan;dan

~ ee. elemen data lainnya yang merupakan aib

seseorang.

(3) Data agregat mehputi : hlrn:punan data

_perseorangan yang berupa data kuantltatlf dan
data kualitatif.

(4) Data Kependudukan sebagalmana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan
untuk  semua keperluan  adalah Data -
Kependudukan dari Kementerian yang bersumber
dari Dinas yang sudah dikonsolidasikan dengan
Kementrian yang bertanggungjawab dalam urusan
Pemerintahan Dalam Negen, antara lam untuk
‘pemanfaatan : :

a. pelayanan publik;



perencanaan pembangunan

alokasi anggaran; . '

pembangunan demokrasi; dan

penegakan hukum dan penccgahan kriminal.

11, Ketentuan ayat (3) huruf a angka 3 Pasal 52 dlubah
ehmgga Pasal 52 berbuny1 sebagal benkut

Pasal 52
(1) Dokumen Kependudukan mehputx
a. Biodata Penduduk;
‘b, KK;
c. KTP; :
d. Surat Keterangan Kependudukan dan
e. Akta Pencatatan Slpll

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagalmana
E dimaksud meliputi: :
Surat Keterangan Plndah
Surat Keterangan Pindah Datang; .
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negen, .
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
Surat Keterangan Tempat Tinggal;,
Surat Keterangan Kelahiran;
Surat Keterangan Lahir Mati;
Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
Surat Keterangan Pembatalan Perceralan,
Surat Keterangan Kematlan,
Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan
Indonesia;
. Surat Keterangan Penggantl Tanda Ident1tas, ‘
- dan
n. Surat Keterangan Pencatatan Slpll

RS TR0 A0 TP

3

: : (3) Kepala Dinas menandatangani dan menerbltkan
. R " a. Dokumen Kependudukan mehputl
T - 1) Biodata Penduduk;
' ‘ ~ 2) KK;
- 3) KTP Non-el.
'b. Surat Keterangan Kependudukan mehputl
- 1) Surat Keterangan Pindah Penduduk
- Kabupaten ~ Karanganyar . antar
‘Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan
~ antar provinsi = dalam = wilayah Negara '
-~ Kesatuan Republik Indonesia; '
2) Surat - Keterangan Pindah ~ Datang
Penduduk Kabupaten Karanganyar antar

‘Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan .

antar Provinsi dalam wilayah Negara
' Kesatuan Repubhk Indonesia;



‘ 3) Surat Keterangan. Plndah _ Datang
o .‘Pcnduduk Orang Asing dalam - wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri,

~ 4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
~ 5) Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk

-~ Orang Asing Tinggal Terbatas;

. 6) Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang

‘ Asmg,
.. 7) Surat Keterangan Lahlr Mat1 untuk Orang
~ Asing;
'8) Surat Keterangan KemaUan untuk Orang
Asmg,

- 9) Surat Keterangan Pembatalan Perkawman,
10) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- 11) Surat  Keterangan = Pengganti  Tanda
~ Identitas, diterbitkan dan dltandatangam'
oleh Kepala Dinas. o
- , ' (4) Camat atas nama Kepala | Dinas, " dapat
. : L : menandatangam dan menerbitkan; R
s a. Surat Keterangan  Pindah Penduduk
- Kabupaten Karanganyar antar Kecamatan
~dalam satu Kabupaten; ‘
' b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk
- Warga Negara Indonesia antar erCamatan
~ dalam satu Kabupaten.
(S) Kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Dlnas
dapat menandatangam dan - menerbitkan:
a. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk
- Kabupaten Karanganyar dalam - satu
. desa/kelurahan; e
b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk
- Kabupaten Karanganyar antar Desa/ Kelurahan
“dalam satu Kecamatan;
. . c. Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga
. o o .~ Negara Indonesia;
“ S ~d. Surat Keterangan Lahn' Mat1 untuk Warga
- Negara Indonesia; ,
e. Surat Keterangan Kematlan untuk Warga
Negara lndonesxa ' : '

12 Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), (5) dan ayat (6)
Pasal 56 diubah dan ayat (2), (7), (8) dihapus,
‘ sehlngga Pasal 56 berbuny1 sebagal benkut

v Pasal 56
(1) Penduduk Warga Negara IndOne31a dan Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
atau pernah kawm Wa_]lb mem111k1 - KTP-el.

- (2) D1hapus



@

13.

@

(4)

B

©)

(7)

KTP-¢l sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1)
berlaku secara nasmnal :

Orang Asing sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku

atau - mengganti - KTP-el kepada Dinas paling

‘lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa

berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. -

Penduduk yang telah memiliki KTP-el - wajib-
membawanya pada saat bepergian. ’

Penduduk sebagaimana dlmaksud pada ayat (1).

‘hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
‘Dihapus.

®

Dlhapus

Di antara Pasal 56 dan Pasal. 57 dlslslpkan 1 (satu)
pasal baru yaitu Pasal 56 A , sehingga Pasal 56 A

(1)

(2)

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56 A o
KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda
Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan

. Republik  Indonesia, memuat e¢lemen data |
- penduduk, yaitu NIK, nama, tempat, tanggal lahir,

laki-laki ~atau  perempuan, agama, status
perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan,

- kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat -

dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan

- pemilik KTP-el.

NIK sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) men_]adl -

- nomor identitas tunggal untuk semua urusan

(3)
. dimaksud pada ayat (2).
()

pelayanan publik.

Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan
publik dengan berdasarkan NIK sebagalmana'-

Untuk menyelenggarakan semua pe]ayanan publlk |
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah

- melakukan integrasi nomor identitas yang telah
ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling

lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
 Administrasi Kependudukan disahkan.

(5)

Elemen data penduduk tentang agama
sebagaimana ' dimaksud pada ayat (1} bagi
penduduk yang agamanya belum diakui sebagai
agama  berdasarkan  ketentuan = Peraturan -

Perundang-undangan = atau bagi penghayat

 kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan

~ dicatat dalam database kependudukan.



@

Dalam KTP-eI sebagalrnana dlmaksud pada ayat"f:y‘f:
(1) ter31mpan cip yang rnemuat rekaman elektromk} A

. data perseorangan

a Warga Negara Indones1a berlakunya Seumurf:f‘j

."b ‘Orang Asing ‘masa. berlakunya dlsesualkan o

| ® b

K’I‘P—el untuk :
~hidup; dan

dengan masa berlaku Izin T1nggal Tetap

-Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak T
 ‘atau hilang, Penduduk pemilik - KTP-el wajib-
melaporkan kepada Dmas untuk dllakukan’jj o
o _‘:v‘perubahan atau penggantlan , _ e ..

- (9) Dalam hal KTP»el msak atau hllang, Penduduk R

- pemilik KTP-el Wa_ub melapor ‘kepada Dinas

- melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa: pahng

~ lambat 14 (empat belas) hari dan melengkap1 surat

"pernyataan penyebab terjadmya rusak atau'_.- -

o hllang

;‘_(1)

ertentuan Ayat (1) Pasal 60 huruf e dlhapus dan ayat LR
.~ (2) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf fg sehmgga, IR
e : pasal 60 berbunyl sebaga1 berlkut e R

A ' '  Pasal 60

Kut1pén Akta Pencatatan Slpll terd1r1 atas kutxpan: R
~ akta: .

. :kelahlran, o R
. kematian; AR
- perkawman

e. dihapus. - T
f. 'pengakuan anak dan o
'pengesahan anak. - '

a
b
o d. PCrCeralan, S
e -
f.
g

: Kutlpan Akta pencatatan Slpll memuat
a. jenis Peristiwa Penting; =

E b. 'NIK dan status kewarganegaraan; o N
.~ ¢. nama ~orang yang menga.laml Peristiwa =

;.Pentlng, - .
d. tempat dan tanggal perlstlwa, ; ’ R
e tempat dan tanggal dlkeluarkannya akta, o
f.- nama dan tanda tangan : pejabat yang"j:j

o o berwenang,dan . SO
g ,’»pernyataan kesesualan kutlpan tersebut'j. Lo
© dengan. data yang terdapat dalam reg1ster‘ Lo

. .akta pencatatan 51p11



15.

16.

17

18.

19,

Ketentuan Pasal 66 dlubah sehinggé ; Pasél_lj 66
bcrbunyl sebagal berlkut S

Pasal 66

Setlap orang dllarangb rnemermtahkan ~dan/atau

memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data
Kependudukan dan/atau elemen Data Penduduk.

Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga pasal 68
berbunyl sebagal berlkut . v

Pasal 68

. Data perseorangan dan Dokumen Kepedudukan Wa_]lb -

disimpan dan d111ndung1 kerahasmannya oleh

' Pernermtah Daerah.

Ketentuan - PaSal 69 diubah dan ditambahkan 1'(‘}satu)
ayat yaitu ayat (2) sehmgga pasal 69 berbunyi sebagal
benkut ;

Pasal 69
(1) ‘Akses atas Data dan Dokumen Kependudukan
hanya diperbolehkan bagi petugas dan pengguna

yang diberikan hak akses sesuai ketentuan
' Perundang-Undangan yang berlaku. :

(2) Petugas Dinas dan Pengguna sebagaimana

dimaksud = pada - ayat (1) @ dilarang
. menyebarluaskan Data Kependudukan yang. tidak
» sesua1 dengan kewenangannya

Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 69A yang berbunyi sebagai berikut R

- Pasal 69A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan o

tldak dipungut biaya.

Ketentuan Pasal 71 dlubah sehingga Pasal 71
berbunyi sebagau ber1kut R

Pasal 71

’(1) Data Pribadi- Penduduk yang harus d111ndung1 o

- memuat :

a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau
mental; - ' o

sidik jari;

iris mata; '

tanda tangan; dan :

elemen data lamnya yang merupakan aib

seseorang

o o!p o



r.

20.
’ sehmgga Pasal 73 berbuny1 sebaga1 berikut :

. (2) Ketentuan mengenai elemen data Iamnya yang

merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan

o Perundang Undangan

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 dlubah

-

@

21,
79 berbuny; sebagal berlkut

" Pasal 73

Akses atas Data Pribadi hanya dlperbolehkan bagi

petugas yang menangani- data kependudukan

pada  Dinas sesuai ketentuan Perundang-
- Undangan yang berlaku. '

Petugas yang menangam data kependudukan:

- pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) =
dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang -
. tldak sesua1 dengan kewenangannya ‘

Ketentuan ayat (2) Pasal 79 diubabh, : seh_llngga Pasal

(1)

Pasal 79
Setlap Penduduk dikenai sanksi admlmstratlf :
berupa denda apabila melampaui batas waktu

- pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
‘a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki

Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); .

'b. pindah datang dari luar negeri bagi

Penduduk - Kabupaten  Karanganyar

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 15 ayat

(1);

C pindah datang dari luar negeri bagl Orang
~ Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
- ayat (1);

~d. perubahan status Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17
ayat (1);

e. pindah ke luar negeri bagl Orang Asmg yang

memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap - |

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1);

1. perubahan KK sebagaimana dlmaksud dalam
~ Pasal 55 “ayat (2); atau
-g. perpanjangan KTP sebagaimana dlmaksud

- dalam Pasal 56 ayat (4).



(2)

Ketentuan mengenai denda  administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Lampiran [ Peraturan Daerah ini. =~

22, Ketentuain ayat | (2) Pasal 80 diubah dan ayat (1)
- ditambah satu huruf yaitu huruf m, sehingga Pasal
80 berbunyi sebagai berikut :

T

- o

Pasal 80

Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif
berupa denda apabila melampaui batas
waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:

a. kelahiran - sebagaimana - dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 24 ayat (1) atau

- Pasal 27 ayat (1);

b. perkawinan sebagalmana dlrnaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1);

c. pembatalan perkawinan sebagaimana

-~ dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam
‘Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (1);

e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1};

f.  kematian sebagaimana dxmaksud dalam Pasal
38 ayat (1);

g. pengangkatan anak sebagaimana dlmaksud
dalam Pasal 41 ayat (2) atau Pasal = 42
ayat (1); ) :

h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 43 ayat (1); '

i.  pengesahan anak ' sebagaimana = dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1); S

jo perubahan nama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (2); :

k.. perubahan status kewarganegaraan di

Indonesia sebagaimana  dimaksud dalam
" Pasal 47 ayat (1);atau -—.

l. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). '

m. untuk kehilangan dan kerusakan ke 2 dan
seterusnya Akta-akta Pencatatan Slpll '
Ketentuan mengenai pengenaan - sanksi
administratif = berupa denda  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran II

Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Pasal 90 dihapus, karena sudah tidak ada
retribusi :

l ' Dihapus.

' PaSal 20



- i5"},_'}“'Dlundangkan di Karanganyar '
L pada tanggal /7. «(:/»(”An b &0/7

o SEKRETARIS DAERA A PATEN KARANGANYAR

- NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
| PROVINSI JAWA TENGAH (fwo /’Zok{ ) e, T

24 Ketentuan Pasal 91 dltambah 1 (satu) ayat gehiﬁggg.,‘_-‘1_5:':;;

Pasal 91 bjrbunyl sebageu berzkut

: Pasa191 : . o
(1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah_ o

__dlterbltkan -atau yang telah ada pada saat
- Peraturan Daerah ini dlundangkan dlnyatakan_b‘t;‘.j“

o ‘tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

o (2) Ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
. dikecualikan untuk KTP sampai dengan batas = .

EE .‘;waktu berlakunya atau d1terb1tkannya KTP

o yang sesuai- dengan ketentuan dalarn Peraturan oo

S ,: ,;Daerah ini.

25 Ketentuan Pasal 92 d1hapus

RN Pasal 92
Dlhapus

Pasal II

- ':Peraturan Daerah ini mulax berlaku pada tanggal' o
jdlundangkan e o
. Agar _setiap orang ' mengetahumya, memermtahkanv ‘
~  pengundangan - Peraturan ‘Daerah ini - dengan
- penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten
- Karanganyar o SRS

- Ditetapkan” di Karanganyar

~ pada tanggal QA0 OVCM«[?W &0/ Y

BUPATI KARANGANYAR

o JU IYATMONO |




' PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
~ NOMOR../% ... TAHUN .9?.??/.&(

" TENTANG . |

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KARANGANYAR

UMUM

o Negara Kesatuan Republik Indoneswl berdasarkan Pancasﬂa '
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pada hakekatnya - berkewajiban memberi  perlindungan dan
pengakuan - atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan -
maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 1  Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Karanganyar yang merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta merupakan |

. amanat dari Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib

Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database
kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas
Dokumen Kependudukan yang diterbitkannya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu 81stern, dxharapkan
dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk
- dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang
berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada
perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pernerintah serta
Pemerintah Daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan
merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung
akurasi terbangunnya database kependudukan secara nasional.
Dengan penerapan @ KTP-el maka setiap Penduduk tidak
dimungkinkan lagi memlhkl KTP-el lebih dari satu dan/atau
dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah
memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk
yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk

- . Dengan penerapan KTP-¢l maka masa - pemberlakuan KTP-el
yang diatur dalam Pasal 56 A ayat (7) yakni berlaku S (lima) tahun
menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas
elemen Data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini
perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam
pelayanan publik di berbagai sektor baik oleh Pemerintah maupun
swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara seuap 5
(hma) tahunnya. _ S

Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka

perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan
v Data Kependudukan balk bagl petugas di Dmas maupun pengguna



~ Selanjutnya  sehubungan dengan - penerapan = sanksi
administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak
adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian

 akan besarnya denda administratif baik penduduk Warga Negara |

Indonesia maupun bagi penduduk Orang Asing, sehingga selain
" untuk mendorong tertib Administrasi  Kependudukan serta
“menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan Penerbitan Dokumen

 Kependudukan, juga diharapkan dapat lebih mendorong iklim

o anCStaSl d1 Indonesia, khususnya di Kabupaten Karanganyar

. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1. ‘
Cukup Jelas;

bAngka 2

~ Pasal 4
 Cukup jelas.
i Angka 3 |
' Pasal5

Cukup jelas.
Ahgka'4 .
Pasal 8

- Cukupjelas.
Angka5
' Pasal 23
- Cukup Jelas.‘-

; ;EAngka6

‘tempat Penduduk berdomisili. :
Penulisan tempat lahir ‘di dalam Akta Kelahlran tetap
'menunjuk pada tempat terjadmya kelahiran. .

3Angka 7 _
:  Pasal 38
Ayat (1) o . U ;
' Pelaporan kematian oleh Rukun Tetangga kepada Dlnas
dilaksanakan secara berjenjang kepada Rukun Warga,
desa/kelurahan dan kecamatan : :

Ayat(2)

~ Cukup jelas.
Ayat(3)
- Cukup jelas.

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dxlaksanakan di Dmasv o



- Ayat (4) | : ’i .
- Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas. .
'Angka 8 - |
. Pasal43
. Ayat (1) .
Yang dimaksud dengan pengakuan anak” merupakan
pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir

dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama
dan dlSCt’U._]Ul oleh 1bu kandung anak tersebut

Ayat (2) :
Format bukti tertulis perkawman sah menurut hukum
agama (' khususnya Agama Islam ) belum ada ketentuan
dari Pemerlntah Pusat yang mengatur lebih lanjut '

Ayat (3)
‘ Cukup Jelas. ‘
 ‘Angka 9 '
Pasal 44
Ayat (1) | . v
Yang dimaksud dengan pengesahan anak” merupakan

pengesahan = status seorang anak yang lahir dari .

perkawman yang telah sah menurut hukum agama, pada
~ saat pencatatan perkawinan dari kedua orangtua anak
- tersebut telah sah menurut hukum negara. : ~

Ayat (2) "
Cukup Jelas.‘ ‘
C Ayat®
Cukup jelas.
Angka 10
' - Pasal 51
 Ayat (1)
o Cukup jelas.
 Ayat(2) -
; ' Hurufa
~ Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.



PR _
e

Cukup Jelas, e
o :" Cukupjelas; R
Cukup Jdas.'_ N

o Cukup _]elas.f. L e
. Cukup.]clas.:f’ A

Cn . ":Hurufl R
o _' Cukup ]elas. .
o Cukupjelas L Simoe
Hurafk L
o Yang dlmaksud dengan cacat ﬁ31k dan/ atau
o mental” ~ berdasarkan - - ketentuan ~ Peraturan -
Perundang undangan yang menetapkan tentang hal
tersebut S ' e o

Cukupjelas.:_.
- Cukup Jelas. -
' Cukupjelas._7 ?”.‘."=. Lo
LT 3 Cukupjelas:vsf-; T
S A R o Cukupjelas. RPN
Hurufq R T
; i Cukup _]elas’.v_ o

Cukupjelas.,.}*‘}; oo

CHurufs . o

- Cukup Jelas._::: L

g Huruft o e LT
Cukupjelas, L :

E .Hurufu . S
e ‘Cu‘kupjel‘as.'v; o




-Huruf;v ‘ ,
- Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Huruf x
Cukup Jelas.

_ Huruf y
- Cukup jelas.

Huru_f z
- Cukup jelas.

: Hurufaa o
Cukupjelas. -

Huruf bb
Cukup jelas.

Huruf ~cc S
- Cukup jelas.
Hurufdd =~
Cukup jelas.
Huruf ee ‘
Antara lain perubahan _]ems kelamm

Ayat (3) : : : :
Yang dlmaksud dengan data agregat” adalah kumpulan '
data tentang Peristiwa kependudukan, Peristiwa Penting,
jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendldlkan dan
pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “data kuant1tat1f” adalah data
yang berupa angka-angka. ‘ B '
Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data
yang berupa penjelasan. : :

Ayat (4) : : :

Data Kependudukan yang dlmanfaatkan oleh Pengguna

adalah’  Data - Kependudukan yang  sudah

dikonsolidasikan da'n’dibersihk‘an oleh kementerian yang

bertanggungjawab dalam urusan pemerlntahan dalam

negeri.

Huruf a : .
Yang dlmaksud dengan “pemanfaatan pelayanan
publik?, antara lain untuk penerbitan Surat Izin
Mengemudi, izin usaha, vpeAlayanan wajib pajak,
pelayanan  perbankan, pelayanan  penerbitan
sertifikat tanah, asuransi, jaminan keschatan
‘ masyarakat dan / atau Jamlnan sosw.l tenaga kerja.



'Hurufb -

.Yang dimaksud dengan pemanfaatan perencanaan “

pembangunan”, antara lain untuk perencanaan

pembangunan nasional, perencanaan pendidikan,
perencanaan kesehatan perencanaan tenaga kerja,
dan /atau pengentasan masyarakat dari kemlskman

o Huruf ¢

Yang dimaksud dengan pe}rr'lanfaatan“ alokasi -
anggaran”, antara lain untuk penentuan Dana

~ Alokasi Umum (DAU). dan/atau perhitungan potensi

perpa]akan

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemanfaatan pembangunan ‘
demokrasi”, antara -lain untuk penyiapan Data
Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2)
dan/atau penyxapan data penduduk: ‘potensial
pemlllh Pemilu (DP4)

' Huruf e

Angka 11
Pasal 52

Yang dimaksud dengan pemanfaatan penegakan .
hukum dan pencegahan kriminal”, antara lain untuk
memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah

perdagangan orang, dan/atau mencegah pengmman '
tenaga kerja 11egal : : :

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(2)
Cukup Jelas
Ayat 3y
Huruf a

. Ayat(4)

KTP Reguler / Non-el ditandatangani oleh Kepala
Dinas dengan menggunakan scan, sedangkan KTP-el
ditandatangani pemegang KTP. :

Dinas wajib menerbitkan KTP Non-el, sepanjang
penduduk belum memiliki KTP-el. |

Cukup jelas.

 Ayat (5)
~ Cukup jelas.



Angka 12
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
o Ayat (2) ‘
 Cukupjelas.
. Ayat (3) -
Cukup Jelas.
Ayat (4) ‘
Cukup _]elas.
’ Ayat (5)
) Cukup Jelas.
: Angka 13
Pasal 56A
- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) |
~ Cukupjelas. -
Ayat (4) .
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Fungsi KTP-el dltmgkatkan secara bertahap men3ad1 KTP-
el multiguna. ‘ : :
Data perorangan yang dimuat dalam cxp akan
~ disesuaikan dengan kebutuhan '
Ayat (7)
‘Cukup jelas.
“Ayat (8)
- Cukup jelas.
CAyat(9)
- Cukup jelas.
- Angka 14
Pasal 60
. Ayat (1)
. Cukup jelas.



C '?Angka 19

wa)
» Cukup Jelas.‘ - T
. Pasal 66 . T
| %Angka 16 o
‘.:j‘ Pasal 68 e T
- Cukup_]elas, L‘ﬁ': R

Pasal 69
R Yang d1maksud dcngan pengguna antara laln lernbaga
o negara, kementerlan/lembaga -~ pemerintah

nonkementerlan dan/ atau badan hukum Indone31a .f:

Pasal 69 A B AR
Cukup Jelas,, R

Pasal 71
CAyat(y
» Cukup Jelas:’f‘;
Ayat (2) S
‘Angka 20 R
Pasal 73
Ayat(l} BT e LT
 Ayat (2) e
Cukup _]elas. wa
Ayat@®
Cukup Je,vlas-f o

Ayat (1) S A
v Cukup Jelas_{_f o S
Ayat(z} DL e
. Cukupjelas.“ T

Angka 22 ’
. Pasal 80
| Ayat(l) LT e
W.Qukudeasiiv"'




Ayat (2)

Cukup jelas. N

| Angka 23
Pasal 81
Ayat (1)

» Cukupjeias.

Ayat (2)

| Angka 24
~ Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 25 ‘
- Pasal 8 -

Cukup jelas.

Angka 26
. Pasal 85 A

Cukup Jelas. f

'Angka 27
Pasal 86

Cuktip jelas.

Angka 28 v
Pasal 86 A

Angka 29
; Pasal 89

‘Angka 30
Pasal 91 -
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 31
i Pasal 92

Pasal II
’ Cukup Jelas

' TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
TAI-IUNJL""/ NOMOR ¢

] Cukup Jelas. "

| Cukuvp jelas.b .

Cukup Jelas.

Cukup jelas..

Cukup jelas; ‘»

KABUPATEN KARANGANYAR



DENDA ADMINISTRATIF PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN o

e 'LAMPIRAN I

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN
~ KARANGANYAR %
~ NOMOR../é.. TAHUN 2014
- TENTANG

'J_E:“NIS" PELAYANAN - L

WNA- .,

- [ puluh)

Surat Keterangan Pmdah Datang bagl Orang
Asing yang memiliki- Izin Tinggal Terbatas
“.| atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal | =~~~ .~
| Tetap yang melampaui batas waktu 30 (tiga| -~ . = |
sejak dlterbltkannya Surat{ AR
" | Keterangan Pindah Datang. - A S
~{Jangka waktu terlambat IR T
a) 1 (satu) harx sampal dengan 6 (enam )'

‘hari -

bulan; =

o 'b) Lebih dan 6 (enam) bulan sampa1 denganf o

1( satu ) tahun;

| @) Lebih dari 1 (satu) tahun

o Rp 500 000 -

4 i

| Rp. 200. 000'-‘

Surat Keterangan Datang darl Luar Negen R

 bulan;

" ‘b Lebih dari 6 (enam) bulan sampau dengan-

1 (satu ) tahun;

| c. Lebih dari 1 (satli) tahun

| bagi Penduduk WNI yang melampaul batas| - - .
| waktu 14 (Empat belas) harx sejak tanggal" R
' kedatangannya o SR N |

.| Jangka waktu terlambat B
a1 (satu) har1 sampal dengan 6 (enam )

Rp 50 ooo -

Rp 100 ooo -1

| Surat Keterangan' Pindah Datang dari- Luar R
| Negeri bagi Orang Asmg yang mem111k1 Izin{ =~ -
nggal Terbatas ‘yang melampam
| waktu

(Empat “belas) har1

J angka waktu terlarnbat

a 1 (satu) har1 sampau devngan '6 (enam )‘,

bulan,

l(satu) tahun, B

Rp.-v200.000,- ‘-

batas e o ”
d1terb1tkan Izm Tinggal Terbatas e

o | PERUBAHAN ATAS] -
* PERATURAN ‘DAERAH KABUPATEN
- KARANGANYAR NOMOR 1 ‘TAHUN
- 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN; R
L ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

"f-'bENbA ADYM’IN:ISTR‘A'I;IF .

- |Re. 300. 000,-

| Rp. 500.000,- |

b Lebih dari 6 (enam) bulan sampal dengan ST RPIOOOOOO" |

g



Surat Keterangan perubahan status Orang|

Asing yang memiliki -Izin Tinggal Terbatas
menjadi Izin Tinggal Tetap yang melampaui
batas waktu 14 (Empat belas) hari sejak
diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

Jangka waktu terlambat:

Rp. 500.000,-

c Lebih dari 1 (satu) tahun.

a. 1 (satu) hari. sampa1 dengan 6 (enam )
"~ bulan;
b. Lebih dan 6 (enam) bulan sampal dengan Rp 1. OOO OOO -
1 (satu) tahun; : »
c. Lebih dari 1 (satu) tahun Rp.1. 500 000,-
Surat Keterangan Pmdah ke Luar Negeri
bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang
melampaui batas waktu 14 (Empat belas)
hari sebelum rencana kepmdahannya
| Jangka waktu terlambat: S
| a. 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam ) Rp. 500.000,-
. bulan; . o
b. Lebih darx 6 (enam) buIan sampai dengan Rp.1.000.000,- |
-1 (satu) tahun; . g e
c. Lebih dari 1l (satu) tahun Rp.1.500.000,-
Perubahan Kartu Keluarga (KK} yang
melampaui jangka waktu 30 (Tiga puluh)
hari sejak terjadinya perubahan data. ik
Jangka waktu terlambat: . . ” _
a. 1 (satu) hari sampa1 dengan 6 (enam ) Rp. 15.000,- [ Rp.200.000,-
*  bulan; - ‘
b. Lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan Rp. 25.000,- | Rp. 300.000,-
.1 (satu) tahun; o
c. Lebih dan 1 (satu) tahun, Rp. 30.000,~- | Rp. 500.000,-
Pmdah datang - -penduduk = WNI = antar
| Kabupaten dalam 1 (satu) Propm31 dan antar
Propmsx dalam wilayah NKRI :
| a. Lebih dari 30 (tiga puluh) hari sarnpal - '
. dengan 6 (enam ) bulan; Rp. 50.000,-
b. Lebih dari 6 (enam ) bulan sampal ' 3
. dengan sampai denganl(satu ) tahun; _ | Rp. 75.000,-
- Rp. 100.000,-




8. |T erlarnbat pelaporan perubahan elemen data I
identitas penduduk pada KTP-el : R
a. Lebih dari 6 (enam) har1 Sampa1 dengan o AT
| . 3(tiga)bulan; . |Rp. 15.000,-} . =
'b. Lebih dari 3 (tiga) bulan sampal dengan T AR
. |} ""sampai denganl{satu ) tahun; - .= Rp.‘ .25.000,-| -
S i_;cl.'fLeb1h dar1 1 (satu) tahun .+ . {Rp. 50.000,-|

4 BUPATI KARANGANYARQ/

o “‘u‘/JU JIYATMON(y(

Telah Dikoordinasikan Dengan

Plt. - Asisten ¢ L
“I|Pemerintahan - .| &

|2 |Kepala Disdukcapil -

ESENR

‘lKepala - Bagian
Hukum - .

Pejabat -~ . | Paraf | -



. .-

-~ LAMPIRANII

' PERATURAN DAERAH

- PERATURAN
- KABUPATEN
- NOMOR 1

 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR.. /... :

TAHUN 2014 -
TENTANG - PERUBAHAN ATAS

v DAERAH |
KARANGANYAR
TAHUN 2011

- TENTANG PENYELENGGARAAN

~ ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

o ijNDA ADMINISTRATIF PELAYANAN AKTA PENCATATAN SIPIL

NO. JENIS PELAYANAN - - DENDA ADMINISTRATIF =
) | WNI WNA
BE v 2 3 Y
1. | Pencatatan Kelahiran yang melampam . '
- | batas waktu ;- . o : S .
* Lebih dari 60 (enam puluh) har1 Rp. - 20.000,- |Rp. 100.000,-
1 (satu) tahun. .
. leblh dan 1 (satu) tahun 1 Rp. :50.000,- | Rp. 200.000,-
2. Pencatatan Kematxan yang me]ampaw
batas waktu ;
» Lebih dari 30 (tiga puluh) han ~1 Rp. 100.000,-
~ (satu) tahun. X . )
¢ lebih dari 1 (satu) tahun | Rp. 200.000,--
3. | Pencatatan Perkawman .yang |
' melampaui batas waktu 60 ({(enam
| puluh) hari - 1 (satu) tahun sejak|
tanggal = pemberkatan /penetapan |-
- | Pengadilan Negeri - S N : , ’ -
| * a) Didalam kantor Rp. 50.000,- |Rp. '300 000 -
~-~~-|-+—b) ‘Di~luar - kantor ~ dalam™ w1layah T T e R
- 'Kabupaten Karanganyar | Rp. 100.000,- | Rp. 400.000,-
c) Di luar kantor luar wilayah _ , ‘
Kabupaten Karanganyar - Rp. 150.000,- | Rp. 750.000,--
4. .| Pencatatan ‘Perkawinan - yang
melampaui batas waktu 1 (satu) tahun |-
| sejak tanggal pemberkatan/ penetapan
| Pengadilan Negeri . IR - e
. a. Didalam kantor , Rp.  75.000,- | Rp. 300.000,-
b. Di luar kantor dalam w11ayah S ‘
. Kabupaten Karanganyar Rp. 150.000,- | Rp. 500.000,-
i~ c. Di luar kantor luar wilayah R .o L
Kabupaten Karanganyar ' 250.000,- | Rp. 750.000,-

Rp.




Pembatalan - Perkawinan 'yang
melampaui batas waktu ;
o Lebih dari 90 (sembllan puluh)
: hari — 1 (satu) tahun;’
' e Lebih dari 1 {satu) tahun..

Rp.  100.000,-

Rp. 150.000,-

Rp.

Rp.

200.000,-

300.000,-

. Pencatatan Perceralan yang melampam

batas waktu ;
o Lebih darl 60 (enam puluh) han
1
N (satu) tahun
pemberkatan
Pengadilan Negeri.

. seJak - tanggal
/ penetapan

‘e Lebih dari 1 (satu) tahun sejak
‘tanggal pemberkatan/ penetapan
Pengadllan Negeri.

Rp. 50.000,-

Rp. 75.000,-

. 250.000,-

. 300.000,-

Pernbatalan ' Perceraian
melampaui batas waktu ; .
* Lebih dari 60 (cnam puluh) han -
1 (satu) tahun sejak tanggal
penetapan Pengadilan Negeri.

o Lebih dari 1 (satu) tahun sejak |

tanggal penetapan Pengadilan

Yang

Rp.

200.000,-

. 200.000,- |

. Negeri.

Pencatatan Pengangkatan anak yang

| melampaui batas waktu ; v v
- e Lebih dari 30 (tlga puluh) harx -1

(satu)~ ~—tahun--
penetapan pengadllan

¢ Lebih dari 1 (satu) tahun sejakv

tanggal penetapan Ren&adllan

~sejak - tanggal'

Rp.‘ 50 ooo -

. r—n [

Rp. 100.000,-

Rp.

200 000 -

. 200.000,-

‘Pencatatan Pengakuan Anak yang
;melarnpaul batas waktu ;

e Lebih dari 30 (tiga puluh) hari -
-1 (satu) tahun sejak tanggal surat
Pengakuan Anak oleh ayah yang

disetujui oleh ibu kandung anak |

tersebut.
o Lebih dari 1 (satu) tahun seJak
- tanggal surat Pengakuan Anak
- oleh ayah yang disetujui oleh ibu

Rp. 100.000,-

Rp. 150.000,-

Rp.

. 250.000,- |

250.000,-

kandung anak tersebut.




Pencatatan Pengesahan Anak yang

melampaui batas waktu ; o . .

e Lebih dari 30 (tiga puluh) han—-l Rp. 100.000,- | Rp. 300.000,-

(satu) - tahun - sejak tanggal

perkawinan sah - orang tuanya

- menurut. hukum ‘agama dan

- hukum negara. | 3

o Lebih dari 1 (satu) tahun sejak | Rp. 150.000,- | Rp.- 300.000,-
£ tanggal perkawinan sah orang o s

tuanya menurut hukum agama
dan hukum negara.

. Pencatatan Perubahan Nama yang

" melampaui batas waktu ; o ‘
' e Lebih dari 30 (tiga puluh) hari- 1 | Rp. 25.000,- |Rp. 200.000,-
(satu) tahun sejak tanggal T S e
' penetapan pengadilan., o o ' v
e Lebih dari 1 (satu) tahun.sejak [ Rp. 50.000,- | Rp. 400.000,-
tanggal penetapan pengadllan . -

Pelaporan dan penerbltan tanda bukti

pelaporan akibat mutasi biodata yang

| terjadi di luar negeri yang melampaui
batas waktu; = : '

e Lebih dari 30 (tiga puluh) hari - 1 | Rp. 100.000,-

"~ (satu)  tahun = sejak  yang| = -

bersangkutan  kembali ke :

Indonesia (pencatatan |-
kelahiran, =~ perkawinan,
perceraian, - kematlan dan

~- -..pengangkatan anak) e ER. B I

o Lebih dari 1 (satu) tahun sejak Rp. 150 000-
‘yang bersangkutan kembali ke T

Indonesia (pencatatan
kelahiran, : perkawinan,
perceraian, kematian - dan

B pengangkatan anak ).

Perubahan  status kewarganegaraan
yang melampaui batas waktu ; ; . - .

e Lebih dari 60 (enam puluh) han Rp. 150.000,- | Rp. 500.000,-

- 1 (satu) tahun sejak berita : v o :
 acara pengucapan sumpah. S o

¢ Lebih dari 1 (satu) tahun sejak | Rp. 200.000,- | Rp. 1.000.000,-
berita  acara pengucapan . N

- sumpah. ' ‘ -




